
SOSIALISASI PENERAPAN TKDN 
DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

DI KABUPATEN KULON PROGO
Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo



Apa itu P3DN ?

P3DN atau Peningkatan Penggunaan Produk DalamNegeri
merupakan upaya Pemerintah untuk mendorongmasyarakat
agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan

produk impor.



Apa perlunya P3DN ?

 Meningkatkan penyerapan produk industri dalam negeri
 Penyerapan tenaga kerja
 Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
 Penghematan devisa
 Mengurangi ketergantungan produk luar negeri melalui

pengoptimalan belanja pemerintah
 Menciptakan bangsa Indonesia yang mandiri



Landasan Hukum :

- UU no 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- PP no 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri
- Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Perpres
12 tahun 2021

- Permenperin Nomor 02/ M-IND/PER/I/2014 tentang
Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri



UU no 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian



PP no 29 tahun 2018 tentang
Pemberdayaan Industri



Perpres 16 tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Penerapan

Produk dalam negeri wajib digunakan dalam pengadaan
barang/jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Dengan Cara 
 Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
 Perhitungan Bobot Manfaat Perusahaan 
Dalam pengadaan barang/jasa



Apa ituTKDN ? 

Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN) 
adalah besarnya
komponen dalam negeri
pada :
 Barang
 Jasa
 Gabungan Barang dan

Jasa

Apa itu BMP ? 
Bobot Manfaat Perusahaan adalah
nilai penghargaan kepada
perusahaan yang berinvestasi di 
Indonesia karena memberdayakan :
 Usaha mikro dan usaha kecil serta

koperasi melalui kemitraan
 Memelihara kesehatan, keselamatan

kerja, dan lingkungan (K3L)
 Memiliki sertifikat sistem manajemen

mutu dan
 Memberikan fasilitas pemeliharaan dan

pelayanan purna jual



Siapa yang menentukanTKDN dan BMP ?

Ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, 
Verifikator : 
- Badan Sertifikasi Nasional;
- Sucofindo; atau
- Lembaga sertifikasi lainnya. 

Kita adalah PENGGUNA, dengan memanfaatkan Daftar
Inventarisasi Barang/ Jasa Produksi Dalam Negeri. 



P3DN dalam Pengadaan Barang/Jasa



Penerapan PerhitunganTKDN 
Dalam Pengadaan Barang/Jasa
Tahap Perencanaan
Tahap Pemilihan Penyedia
Tahap Pelaksanaan Kontrak



Tahap Perencanaan

WAJIB mempertimbangkan
kemampuan Industri Barang
dan Jasa Dalam Negeri :
 Kontraktor Dalam Negeri
 Konsultan Dalam Negeri
 Fabricator Dalam Negeri
 Shipyard Dalam Negeri
 Barang Produksi Dalam

Negeri

TAHAPAN
• Identifikasi Kebutuhan
• Penetapan Barang/ Jasa

(pencantuman syarat TKDN 
dalam KAK/ Spek)
 Penentuan metoda

pemilihan penyedia



Tahap Pemilihan Penyedia

 Persyaratan Komitmen
TKDN
 Harga Perkiraan Sendiri

(HPS) dengan Unsur
TKDN
 Target TKDN Kontrak

TAHAPAN  
 Sesuai metode

pemilihan penyedia yang 
digunakan.
 Pencantuman syarat

TKDN sesuai ketentuan
 Pemberian preferensi

harga (apabila memenuhi
ketentuan preferensi harga)



Kontrak danOperation

TAHAPAN
 Sesuai jenis kontrak yang 

dilaksanakan
 Evaluasi komitmen TKDN
 Pemberian sanksi

apabilan penyedia tidak
memenuhi komitmen
TKDN

Monitoring TKDN 
Verification
 Target TKDN Kontrak
 Post Audit (TKDN Realisasi

vs TKDN Kontrak)



Penerapan PerhitunganTKDN dan BMP dalam Pengadaan Barang/Jasa

• TKDN+BMP minimal 40%
• TKDN minimal 25% 

Di WAJIB kan

• TKDN+BMP kurang dari 40%
• TKDN minimal 15%

Di MAKSIMAL kan

• TKDN mulai dari 10%  sampai dengan kurang dari 15% 

Di BERDAYA kan



Diwajibkan



Dimaksimalkan



Diberdayakan



Cara Mengetahui Nilai TKDN dan BMP
 Dengan mengakses : http://tkdn.kemenperin.go.id/search.php

 Isi kolom pencarian berdasarkan katagori : Nama produk, 
perusahaan, nomor sertifikat TKDN

 Contoh Produk : Sabun, Sarung tangan, Masker, Alat pertanian, 
Notebook, Alat kesehatan

 Contoh Perusahaan : CV. Lidah Buaya, PT. Zyrexindo Media Buana
, PT Jayamas Medica Industri



Tata Cara Pencarian Produk Ber‐TKDN

Pilih katagori

Masukan kata kunci



Hasil Pencarian



Penerapan Sanksi



Siapa yang bisa terkena sanksi ?

1 - 3

5

4



Bagi Pejabat Pengadaan

Pelaku Pengadaan
meliputi : 
‐ PA
‐ KPA
‐ PPK
‐ Pokja
‐ PP

1 - 3

5

4 Besaran sanksi finansial : 1%  dari
nilai kontrak, maksimal 500 juta

Pemberian sanksi
berdasarkan rekomendasi
dari APIP,  Pejabat Pengawas
Internal danTim P3DN



Gambaran Di Kulon Progo



PenerapanTKDN di Kabupaten Kulon
Progo
 Pengadaan Komputer Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga
 Pengadaan Laptop di Sekretariat Daerah
 Pengadaan alat dan bahan Hazmat di Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



RencanaAksi



RencanaAksi

Melakukan Sosialisasi

MembentukTim P3DN 

Monitoring dan Evaluasi



Tim P3DN
Dibentuk pada : 

 Kementerian/ Lembaga/ Daerah/ Instansi

 Bank Indonesia

 Lembaga Penjamin Simpanan

 Otoritas Jasa Keuangan

 PerguruanTinggi Negeri (berbadan hukum)

 BUMN/ BUMD



TugasTim P3DN
1. Mengevaluasi, mengkoordinasi, mengawasi dan

monitoring pelaksanaan penggunaan PDN di lingkungan
masingmasing instansi

2. Memberikan tafsiran final terhadap permasalahan
mengenai kebenaran besaran capaianTKDN antara
Penyedia Barang/Jasa danTim Pengadaan Barang/Jasa

3. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan
penggunaan PDN yang diberikan olehGubernur/Bupati/ 
Walikota masingmasing




